
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1187, 2017 KEMENKES. Inpassing. Jabatan Fungsional 

Kesehatan.  
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.   bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, dan 

peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi 

kebutuhan jabatan fungsional kesehatan, perlu 

mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat 

melalui penyesuaian/inpassing pada kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah; 

b.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan 

Fungsional Kesehatan; 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional 

Kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing. 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 

Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);  

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN 

FUNGSIONAL KESEHATAN MELALUI PENYESUAIAN/ 

INPASSING. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui 

Penyesuaian/Inpassing dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Pejabat yang Berwenang di kementerian/lembaga, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

dalam melaksanakan Inpassing Pegawai Negeri Sipil ke dalam 

Jabatan Fungsional Kesehatan. 
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Pasal 2 

(1) Dalam rangka pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional 

Kesehatan, masing-masing instansi pengusul wajib 

mengalokasikan anggaran pelaksanaan  Inpassing Jabatan 

Fungsional Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

(2) Pembiayaan pelaksanaan Inpassing dan Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan 

melalui inpassing bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

untuk kegiatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam Jabatan Fungsional Kesehatan di Kementerian 

Kesehatan dan Kementerian/Lembaga lain; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

provinsi untuk kegiatan Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan di provinsi; 

dan  

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

kabupaten/kota untuk kegiatan Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional 

kesehatan di kabupaten/Kota. 

 

Pasal 3 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional 

Kesehatan melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan 

sampai dengan Desember 2018. 

 

Pasal 4 

Tata cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam 

Jabatan Fungsional Kesehatan melalui Penyesuaian/ 

Inpassing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Agustus 2017 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Agustus 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

Kepala Biro Hukum dan 

Organisasi 

Kepala Badan PPSDMK Sekretaris Jenderal 

Tanggal  Tanggal  Tanggal  

Paraf  Paraf  Paraf  
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